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ABSTRAK :  Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara dan Pasal 7 ayat (5) UU Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dinyatakan bahwa hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah
diserahkan kepada DPRD, DPD, dan DPRD, dinyatakan terbuka
untuk umum. Dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 UU
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
BPK sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan,
dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah
kewenangannya. Selain itu, Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011
sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-
undangan dan kebutuhan pelayanan informasi publik di
lingkungan BPK sehingga perlu ditetapkan Peraturan BPK ini.

 Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU Nomor 15 Tahun
2004; UU Nomor 15 Tahun 2006; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU
Nomor 25 Tahun 2009; PP Nomor 61 Tahun 2010; PP Nomor 96
Tahun 2012; Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019; dan Peraturan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.

 Peraturan BPK ini mengatur mengenai pengelolaan informasi
publik pada BPK agar dilaksanakan sesuai dengan asas dan
tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai
keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik di lingkungan BPK
meliputi: 1) Informasi Publik yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala; 2) Informasi Publik yang wajib
diumumkan secara serta merta; 3) Informasi Publik yang wajib
tersedia setiap saat; dan 4) Informasi Publik yang dikecualikan.
Jenis informasi publik yang telah dibagi menjadi empat kategori
tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 sd Pasal 13
Peraturan BPK ini.

CATATAN :  Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada
tanggal 04 Desember 2022.

 Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan
Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



 BPK mengumumkan dan menyampaikan Informasi Publik melalui
Media Komunikasi yang terdiri atas: 1) website BPK; 2) Pusat
Informasi dan Komunikasi (PIK); 3) media sosial resmi BPK; 4)
website e-PPID BPK; 5) aplikasi mobile resmi BPK; dan/atau 6)
Media Komunikasi dan Informasi Publik lain yang dikembangkan
oleh BPK.
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